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TAIS, BE - Selain pemanfa-
tan aset bergerak yang ban-
yak tak tepatsasaran. Ternya-
ta aset non bergerak milik
Pemerintah Daerah (Pemda)
Kabupaten Seluma, juga tak
terjaga dengan baik. Aset
berupa tanah milik Pemda
Seluma, banyak dikuasai dan
dikelola masyarakat.

“Memang banyak aset la-
han kita yang sudah diman-

faatkan masyarakat ada 20

titik. Secepatnya, Pemda
Seluma, memanggil camat,
Jurah dan pihak terkait untuk
memastikan lahan pemda
yang ditempati warga terse-
but,” tegas Kepala Bagian
Administrasi Pemerintahan
Sekretariat pemda Seluma,
Nopetri EImanto Msikepada
BE kemarin (27/8).

Bukti kepemilikan lahan
yang dipegang Pemkab Se-
luma, atas 20 titik lahan itu
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hanya berupa kepemilikan
surat ganti rugi. Sebagian

‘masih Surat keterangan Ta-

nah (SKT). Walaupun ada
yang sudah sertifikat masih
atas nama masyarakat.
“Untuk 20 titik ini kita
hanya memiliki surat ganti
rugi. Nanti kita buat serti-
fikat atas nama pemkab
secara bertahap, tetapi ada
juga lahan yang sudah dis-

ertifikatkan atas nama pem-

da. Selain _ifu; adajuga yaﬁg
masih SKT dan sertifikat

‘atas nama masyarakat yang

belum dibalik namakan,”
jelas Nopetri.

Lahan yang dikuasai warga
itu, ada yang sudah didirikan
bangunan semi permanen.
Digunakan sebagai tempat
usaha hingga tempat tinggal
oleh masyarakat.

Diyakini aset yang ditem-
pati warga bakal semakin

ambah jumlahnya.

gingat saat ini, baru se-

agian kecil aset saja yang
sudah didata.

Menyikapi aset yang dikua-
sai warga ini, Pemkab Selu-
ma, bakal melakukan pen-
ertiban. Selain itu, Pemda
Seluma juga mencabut izin
pinjam pakai yang sudah
dilakukan dan tidak mem-
berikan izin pinjam pakai
lahan lagi. Seperti lahan di

kawasan Simpang Enam,
yang sebagian besar dipin-
jam pakaikan.

“Untuk penertiban aset
yang sudah dimemfaatkan
masyarakat. Nanti pemkab
mengirimkan surat pember-
itahuan permintaan pem-
bongkaran. Jika tidak maka
jelas Satpol PP pun dikerah-
kan untuk melakukan pener-
tiban,” sampainya.

Sebelum menerjunkan

Satpol PP, Pemda terlebih
dahulu memberikan tegu-
ran pembongkaran sebanyak
tiga kali. Dengan melibatkan
lurah, camat dat satpol PP.
Jika tetap membandel ter-
paksa penegak perda yang
membongkar.

“Warga yang merasa men-
empatilahan pemda diminta
pengertiannya dan mengin-
dahkan untuk mengkosong-
kannya, harapnya. (333)




